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KEFUTUS AN
MENTERL PLNDIDIKAN DAN K BUDAYAAN
REPUBLIK INDOWESIA
No. 0557/0/1984

tentang

Pembukaan, Fenunggalan, dan Penegerian

gekolah Jlenengah Umum Tingkat Rertama

MENTERT FENDIDIKAN DAN KERUDAYALN,

s 5. bahwa berdasurkan Keputusan Menteri Fendidiken dan Kebudayaan

tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978 telah ditetapkan Su-

gunan Organisasi dan Tata Keria Sekolah Menengah Unum Tingkat

Pertama;

Qb. bshwa untuk meningkatkan daya tampung sekolah menengah wnin

tingkat pertama negeri sesuai dengan kebutuhan 1eBYTYAKET

yang makin meningkst, dipandang perlu menetapkan pemdukaarn,

penunggalan, dan penegerian gekolah lencngal Umuin Tingkat

Pertama;

e : 1+ Keputusan Presiden Republik Indonesiat

a. Nomor 44 Tahun 1974;
b, Nomor 40/l Tahun 1980; ..
ce Nomor 45/ Tahun 1983; '
de Nomor 15 Tahun 1984;
2, Keputusan Jlontori Fendidikan den Kebudaysan:
a. tanggal 22 Descmber 1978 Nos 0370/0/1978;
be tanggal 30 Juni 1979 No. 0145/9/197%
c. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/0/1980;

d. tanggal 14 iarct 1983 No. 0172/0/1983 dan No. 0173/0/198%;
¢ Fersetujuan Henteri Hesara Pendayagunaan Aparstar Negara dalam

suratnys Nomor B—847/I/MENPAN/1G/84 tanggal 31 Oktolel 19845

a. Membuka Sckolah lMenengah Unum Tingka® Pertama (SifF) legeri;

be Monunggalkan Filial SMF Negeri menjadi SMI Negeri;
ce Menogerikan SHP Swasta menjsdi SiF Nogeri,
dibeberapa Propinsi sebsgaimana tersebut pada Lempiran L-Ko-=

putusan ini.
. Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerj:
SNMP Negeri terscbutb pada diktum wpertama' diatur sesual dengan

ketentuan dalam Kepubusan Honteri Pendidikan den Kebudayaan ta

gal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978.

1



Kecmpat

Kolima

Keenam

vKBtujuh

Kedelapan

..

Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilaysh Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan di Propinsi yang bcrsunéyutan untuk molaksana-=
kan ketentuan terscbut pada diktum wpertama’ bagi Sq&?luh yaFg
berada di wilayahnyas

Biays untuk kcperluan pclaksanaan Keputusan 1ni bagl masing-na=
sing sekolah di Propinsi yang bcreangkutan dibebankan pade neta
anggaran gebagaimans terscbut pada kolom 7 Lampiran I Kpputusan
ini dari Anggaran Fendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan tahun 1984/1985, dan untuk tahun-tahun selanjut-
nya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.

Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SHP Hegeri di Indonesma
adalah 5,884 (lima ribu delapan ratus delapan puluh empat) buah
torsabar di 27 (dua pulwh tujuh) Propinsi.

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur
1obih lanjut dslam ketentuan tersendirie

Keputusan ini mulai berleku pada tanggal ditetapkan dan berlaku
gurut terhitung mulai tenggal 1 Jull 1984

pitetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 November 1984

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDATAAN
GeNeb |
Sckretaris Jenderal,

t.t.dl

Salinan Keputusaniini disempaikan kepada SOETANTO WIRJOFRASDNTO
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SALINAT Keputusan ind disaimpaikan kepada:

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Senua llenteri Koordinator, . o
4., Semus Menteri Negaxra,
5, Semua HMenteri,
6. Seiua llenteri Inda,
Ld‘g.‘Sequt;r}s Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
. Inspektur Jonderal 'Dopartenen Pendidikan dan Kebudaysan i "
9. Semua Diroktur Jenderal dalan lingke. Departemen Fendidikan dan Kebudayaan,
10, Kepale Badan Penelitian dan Pengembangan Pondidiken dan Kebudsyssan pada
Dopartemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11, Sownua Sokretaris Itjen, Ditjen, dan Badan Penclitian den Pengambangan Fendi—-
dikan dan Kebudayaan dalam lingk, Departemen Pendidikan dan I{cbuda.‘fﬁang
12. Senwa Direktorat, Inspektur, Biro, Pusat, dan PN dalan lingke Departcmen Fondi~
dikan dan Kebudayaan,
13. Ditjens Ilukum dan Perundang~-undangan Departemnen Kehakiman,
14. Somua Kantor Wilaysh Departemen Pendidikan dan Kebudayasn di Propinsi,
15. Sciua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
; 16. Seiua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggl Swasta,
! 17, Seava Univ/Inst/Sek. Tin(;gi/Akadomi dalam lingke Departemen Pendidikan dan
' Kebudayaan, -
18, Badan Pemeriksa Keuvangan,
<19, Ditjen. Anggaran,
20, Ditjens Pajak,
21. Dit. Porbendsharaan Hegara Ditjen. Anggaran Dapartemen qfuangan,
22, Semua Kantor Perbendsharaan Negara, :
23, Badan Adininistrasi Kepegawaian Negara,
24, Lembaga Administrasi Negara,
25. Ketua DFR-RI, i
26, Kownigi IX DPR-RI, ;
27+ Yang borsangkutan untuk dipergunakan geperlunya.

Salinan sesual dengan aglinya

A.n, Kepala Bagian Fenyusunan Rancangan Feratiwran
Penmdnnguundangun Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

& Sub Bagian Penggandaan
Perundang-~undangan,

f Jenilah )
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